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MOTTO

Di dunia tanpa batas, pengawasan menjadi penuntun moral.



ABSTRAK

Rakasiwi, Dista. 2025. Kewenangan Pengawasan Terhadap Penyiaran Media
Digital di Indonesia. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas
Syariah. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan. Agung Barok Pratama, M.H

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan kewenangan pengawasan dan akibat hukum
dari pengawasan terhadap penyiaran media digital di Indonesia. Latar belakang
penelitian ini adalah lemahnya pengawasan terhadap media digital yang berpotensi
melanggar nilai moral, etika, maupun hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk
menganalisis pelaksanaan kewenangan pengawasan terhadap penyiaran media
digital di Indonesia serta menilai akibat hukumnya. Kegunaan penelitian ini
diharapkan memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu hukum tata
negara dan manfaat praktis sebagai dasar penguatan kewenangan lembaga
pengawas media digital di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual
approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa
peraturan perundang-undangan seperti UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang
Penyiaran dan UU Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik, bahan hukum sekunder berupa literatur dan
jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Analisis data
dilakukan secara kualitatif dengan teori kewenangan Philipus M. Hadjon yang
membedakan atribusi, delegasi, dan mandat,

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pengawasan terhadap penyiaran
media digital di Indonesia merupakan kewenangan dari komdigi, namun dari
kewenangan tersebut masih terdapat celah yang menyebabkan konten-konten
negatif terlepas dari pengawasan sehingga diperlukan penguatan kewenangan
pengawasan dari komdigi. Akibat hukumnya Adalah ketidakpastian hukum,
lemahnya perlindungan hak konstitusional warga negara, ketidakefektifan
lembaga.

Kata Kunci: Kewenangan, Pengawasan, Penyiaran, Media Digital,
Komdigi, KPI.



ABSTRACT

Rakasiwi, Dista. 2025. The Authority of Supervision over Digital Media
Broadcasting in Indonesia. Thesis of the Constitutional Law Study Program,
Faculty of Sharia. State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan. Agung Barok Pratama, M.H

This research examines the implementation of supervisory authority and the legal
implications of supervision over digital media broadcasting in Indonesia. The
background of this study lies in the weak supervision of digital media, which often
results in violations of moral, ethical, and legal values. The purpose of this
research is to analyze the implementation of supervisory authority over digital
media broadcasting in Indonesia and to assess its legal consequences. The study is
expected to provide theoretical contributions to the development of constitutional
law and practical benefits as a foundation for strengthening the authority of digital
media supervisory institutions in Indonesia.

This research employs a normative juridical method with a statute approach and
a conceptual approach. The legal materials used consist of primary legal materials
in the form of statutory regulations such as Law Number 32 of 2002 concerning
Broadcasting and Law Number 11 of 2008 in conjunction with Law Number 1 of
2024 concerning Electronic Information and Transactions, secondary legal
materials in the form of literature and scholarly journals, and tertiary legal
materials such as legal dictionaries. The data were analyzed qualitatively using
the theory of authority by Philipus M. Hadjon, which distinguishes between
attribution, delegation, and mandate.

The results of this study indicate that the supervisory authority over digital media
broadcasting in Indonesia lies with the Ministry of Communication and Digital
(Komdigi). However, gaps in the exercise of this authority have allowed negative
or harmful content to escape supervision, highlighting the need to strengthen
Komdigi’s supervisory powers. The legal implications of this condition include
legal uncertainty, weak protection of citizens’ constitutional rights, and
institutional ineffectiveness.

Keywords: Authority, Supervision, Broadcasting, Digital Media, Komdigi,
KPI.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Media merupakan salah satu alat yang berfungsi untuk menyalurkan pesan
atau informasi supaya dapat melaksanakan fungsi dengan benar, maka media harus
menjalankan regulasinya secara profesional.! Media digital merupakan suatu
media elektronik yang disimpan dalam format digital yang dapat digunakan
sebagai penyimpanan, memancarkan, serta menerima informasi yang
terdigitalisasi.” Maraknya dalam penyiaran media digital saat ini yaitu konten
digital. Dalam media menayangkan konten digital yaitu bagian dari media digital
yang digunakan dalam strategi pemasaraan berisikan informasi berupa
rancangan gambar, video, teks (tulisan), audio atau media, atau dapat dikatakan
bahwa penyebaran konten ditujukan kepada audiens online atau pengguna
internet®. Perkembangan media digital telah mengubah cara masyarakat Indonesia
menerima dan menyebarkan informasi. Namun, kemajuan ini juga menimbulkan
tantangan baru berupa pelanggaran etika dan hukum dalam penyiaran konten
digital, seperti ujaran kebencian, pencemaran nama baik, serta penyebaran konten

bermuatan pornografi.

Berdasarkan riset sumber databoks, menurut laporan terbaru We Are Social,
WhatsApp adalah aplikasi media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia
pada bulan Januari 2024.* Dari berbagai penggurna internet di Indonersia yang
berursia 16-64 tahun, mayoritas atau 90,9%-nya tercatat memakai aplikasi tersebut.
Di posisi kedua terdapat Instagram menempati posisi kedua dengan proporsi
pengguna 85,3%, diikuti Facebook 81,6%, dan TikTok 73,5%. Dengan banyaknya

! Ernawati, Nugraheni Yemima Sonita, “Pembatasan Konten Digital Pada Media Netflix Oleh Komisi
Penyiaran Indonesia”, 2020, Jurnal Perspektif Vol 25 No 1 , Hlm 45

2 Maryla Fatira, “Pembelajaran Digital”, 2021, Hlm 97

3 Charity Serepina Sihotang, Ira Wikartika, “Pemberdayaan UMKM di Kelurahan Bendo Melalui
Manajemen Konten Digital di Saat Pandemi COVID-19”, 2022, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat VVolume

2 Nomor 1. 2

4 Cindy Mutia Annur , (2024), “Databooks We Are Social Ini Media Sosial Paling Banyak Digunakan di
Indonesia Awal 2024” https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/66ea436ab12f2/ini-
media-sosial-paling-banyak-digunakan-di-indonesia awal-2024 diakses pada 14 Oktober 2024
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pengguna media digital di Indonesia sangatlah memerlukan pengawasan

terhadapnya.

Pengawasan terhadap penyiaran media digital di Indonesia sudah diawasi
melalui komdigi yang menjalankan fungsi berdasarkan amanat Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2024 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo. Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam
Pasal 40 ayat 2b yang berbunyi,

“Pemerintah  wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan

penggunaan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang

memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.”

Dalam praktiknya, pengawasan terhadap media digital masih belum efektif
seperti kasus yang terjadi pada Vivi. Warga Indonesia bernama Vivi Nathalia
pernah terjerat pasal pencemaran nama baik di Undang-Undang Informasi dan
Transaksi Elektronik (UU ITE) yang terpidana gara-gara menuliskan curahan hati
(curhat) soal utang piutang di media sosial (medsos) facebook®. Curhatan Vivi di
media sosial facebook justru membuatnya dilaporkan atas pencemaran nama baik
dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat memvonis Vivi hukuman percobaan selama
dua tahun. Vivi dinyatakan bersalah memuat penghinaan dan pencemaran nama
baik. Vonis itu dikuatkan Pengadilan Tinggi Jakarta. Tindakan Vivi ini berdasarkan
Pasal 27 ayat (3) UU ITE bahwa,

“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau

pencemaran nama baik.”

Pelanggaran UU ITE tersebut dapat diadukan ke Komdigi, sesuai dengan
amanat Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014
tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, saat ini masyarakat dapat
menyampaikan laporan pengaduan mengenai situs web yang diduga mengandung

konten negatif dan melanggar UU ITE.

5> Kadek Melda Luxiana, "Cerita Vivi Jadi 'Korban Pasal 27' UU ITE Gegara Curhat soal Piutang di FB,"
news.detik.com 20 Maret 2021, https://news.detik.com/berita/d-5500879/cerita-vivi-jadi-korban-pasal-27-uu-ite-
gegara-curhat-soal-piutang-di-fb, diakses Selasa 19 November 2024 pukul 19:33



https://news.detik.com/berita/d-5500879/cerita-vivi-jadi-korban-pasal-27-uu-ite-gegara-curhat-soal-piutang-di-fb
https://news.detik.com/berita/d-5500879/cerita-vivi-jadi-korban-pasal-27-uu-ite-gegara-curhat-soal-piutang-di-fb

Melihat kasus Vivi diatas, saat ini banyak orang belum memiliki pemahaman
yang memadai tentang cara menggunakan media sosial secara positif dan
menghindari dampak negatifnya. Salah satu dampak negatif yang sering terjadi
adalah penyebaran berita yang mengandung penghinaan, pencemaran nama baik,
atau ujaran kebencian.® Awalnya, pengguna media sosial hanya ingin
mengungkapkan perasaannya melalui status, namun sering kali lupa bahwa kata-

kata tersebut dapat dibaca oleh semua orang dan menjadi konsumsi publik.

Pengawasan terhadap penyiaran digital seharusnya dilakukan secara
komprehensif, efektif, dan berlandaskan hukum yang relevan dengan
perkembangan teknologi. Regulasi seperti UU ITE dan UU Penyiaran idealnya
berfungsi untuk melindungi kebebasan berekspresi sekaligus menjaga moral
publik, namun hingga kini implementasinya belum maksimal. Hal ini
menunjukkan bahwa sistem hukum dan lembaga pengawasan di Indonesia perlu

diperkuat.

Oleh karena itu, penting untuk meneliti kewenangan pengawasan terhadap
penyiaran media digital di Indonesia, agar pelaksanaan pengawasan sesuai dengan

prinsip kepastian hukum dan dapat menjawab tantangan era digital.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan pengawasan terhadap penyiaran
media digital di Indonesia?

2. Bagaimana akibat hukum dari pengawasan terhadap penyiaran media
digital?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Menjelaskan pelaksanaan kewenangan pengawasan terhadap penyiaran
media digital.

2. Menjelaskan akibat hukum dari pengawasan terhadap penyiaran media

digital.

® Rohayanti, “Ujaran Kebencian dan Berita Bohong BerdasarkanPerspektif Sosiologi Hukum Ditinjau
dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, 2024, Vol 5 No 8, hlm 2.



D. Manfaat Penelitian
Tulisan ini diharapkan memberikan manfaat kepada:
1. Manfaat Teoritis
Hasil yang diharapkan dari tulisan ini dapat mampu memberikan
penjelasan mengenai pelaksanaan pengawasan dalam penyiaran media
digital.
2. Manfaat Praktis
Diharapkan dari tulisan ini memberikan manfaat praktis yaitu memberi
referensi terhadap kewenangan pengawasan terhadap penyiaran media digital
di Indonesia.
E. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian tugas terakhir ini adalah :
1. Teori Kewenangan

Tindakan yang akan diambil pemerintah harus didasarkan pada kewenangan
yang sah. Pendapat beberapa ahli mengenai kewenangan serta sumber kewenangan
sangatlah beragam, ada yang mengaitkan kewenangan dan kekuasaan, ada pula
yang membedakan antara atribusi, delegasi, dan mandat. Philipus M. Hadjon
mengatakan bahwa semua tindakan pemerintahan didasarkan harus bertumpu atas
kewenangan yang sah. Kewenangan tersebut diperoleh pada tiga sumber, yaitu
atribusi, delegasi, dan mandat.’

Philipus M Hadjon membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Ketika
suatu lembaga pemerintah mendelegasikan suatu prosedur kepada lembaga lain
sesuai dengan ketentuan hukum, tanggung jawab dan akuntabilitas diserahkan
kepada delegasi tersebut. Perwakilan hanya dapat menggunakan kekuasaan
tersebut kembali setelah dicabut, menurut asas “contrarius actus”. Artinya, dalam
hal peraturan perundang-undangan yang dipersamakan atau lebih tinggi, maka
perubahan atau pencabutan peraturan pelaksanaan undang-undang tersebut
dilakukan oleh instansi yang menerbitkan peraturan tersebut. Peneliti
menggunakan teori kewenangan Phillip M. Hadjon dalam penelitian ini adalah
karena teori tersebut memberikan dasar konseptual untuk memahami sumber,

bentuk, dan batas pelaksanaan kewenangan lembaga-lembaga negara dalam

7 Philipus M. Hadjon, “Tentang Wewenang”, (dalam YURIDIKA, No. 5&6 Tahun XII, September-
Desember, 1997). 1



konteks pengawasan media digital di Indonesia. Dengan teori ini, dapat dianalisis
secara sistematis apakah kewenangan yang dimiliki oleh lembaga seperti Komisi
Penyiaran Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Digital merupakan
kewenangan atribusi, delegasi, atau mandat, serta sejauh mana kewenangan

tersebut dijalankan.

2. Teori Pengawasan
Menurut Philipus M. Hadjon (1993), pengawasan adalah suatu proses dalam
hukum administrasi negara yang bertujuan untuk menjamin agar tindakan atau
keputusan pejabat administrasi pemerintahan tetap berada dalam koridor hukum
dan tidak menyalahgunakan kewenangan (abuse of power). Pengawasan
merupakan salah satu sarana untuk menjamin agar administrasi pemerintahan
berjalan sesuai dengan hukum, asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta
untuk mencegah dan menindak penyalahgunaan wewenang oleh pejabat
administrasi. Sebagaimana yang dikemukakan Phillipus M Hadjon8, mengenal
bentuk-bentuk pengawasan, yaitu :
a. Pengawasan Preventif
Hadjon menyebut pengawasan preventif sebagai “upaya pengendalian
awal” untuk memastikan tindakan pejabat administrasi sesuai hukum, peraturan,
dan kepentingan umum sebelum ditetapkan atau dilaksanakan.
b. Pengawasan Represif
Pengawasan yang dilakukan setelah tindakan atau keputusan administrasi
dijalankan, untuk menilai apakah tindakan tersebut sesuai dengan hukum dan asas-
asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Dengan tujuan Memberikan kontrol
hukum terhadap keputusan yang sudah berlaku, serta menyediakan mekanisme

koreksi bila ditemukan pelanggaran atau penyimpangan.

F. Penelitian yang Relevan
Berdasarkan permasalahan yang telah diutarakan di latar belakang, penulis
mengambil lima penelitian yang relevan dengan penelitian penulis, untuk

penelitiannya seperti berikut :

8 Philipus M. Hadjon. "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia". (Gadjah Mada University Press.
Yogyakarta, 2005). 118- 119



TABEL 1 PENELITIAN RELEVAN TERDAHULU

No | Nama Peneliti dan Persamaan Perbedaan Pembaharuan
Judul Penelitian

1 |Riza Ananda Putra |Persamaan Penelitian Pembaharuan dari
(2021) dengan kedua terdahulu penelitian ini
judul penelitian ini membahas dibandingkan
Konsekuensi adalah konsekuensi penelitian
Hukum Tindakan | membahas hukum dari terdahulu yaitu
Penyiaran Oleh terkait hukum | terhadap lembaga mana
Media Sosial tindakan penyiaran oleh | yang mendapat
Yang Tidak penyiaran media sosial wewenang
Diatur Dalam media digital. | saja, pengawasan
Undang-Undang sedangkan penyiaran di media
Nomor 32 Tahun peneliti yang digital.

2002 Tentang akan lakukan

Penyiaran. yaitu
membahas
kewenangan
pengawasan
terhadap
penyiaran
media digital
di Indonesia.

2. |Fatmawati (2022) |Persamaan Penelitian Pembaharuan dari
dengan judul kedua terdahulu penelitian ini
Pengawasan penelitian ini membahas dibandingkan
Komisi Penyiaran | adalah pengawasan penelitian
Indonesia membahas Komisi terdahulu yang
Terhadap terkait Penyiaran tidak hanya
Pelaksanaaan pengawasan Indonesia pada | terpusat pada
Pedoman Perilaku | lembaga siaran televisi, | televisi, juga pada




Penyiaran dan
Standar Program
Siaran (P3SPS)

penyiaran di

Indonesia

sedangkan
peneliti yang
akan lakukan

penyiaran media

digital lainnya.

Pada Siaran yaitu

Televisi Tak membahas

Ramah Anak. kewenangan
pengawasan
terhadap
penyiaran
media digital
di Indonesia.

T. M. Aulia Akmal |Persamaan dari |Penelitian Pembaharuan dari
(2024) dengan kedua terdahulu penelitian ini
judul Pengawasan | penelitian ini membahas dibandingkan
Konten Siaran adalah Pengawasan penelitian
Pada Lembaga membahas konten siaran | terdahulu
Penyiaran terkait pada lembaga | wewenang Komisi
Berlangganan pengawasan penyiaran oleh | Penyiaran

(TV Kabel) Oleh

konten siaran

KPI,

Indonesia yang

Komisi Penyiaran | dalam lembaga | sedangkan terbatas sehingga
Indonesia Daerah | penyiaran. peneliti yang tidak mencakup
Riau akan lakukan | semua media
yaitu digital di Indonesia
membahas sehingga menjadi
kewenangan kekosongan di
pengawasan dalamnya.
terhadap
penyiaran
media digital
di Indonesia.
Oktavia Coni Persamaan Penelitian Pembaharuan yang
Raintung (2024) | kedua terdahulu dilakukan adalah
dengan judul penelitian ini membahas terkait objek dari




Kewenangan adalah peran Komisi | penelitian.
Komisi Penyiaran | membahas Penyiaran Penelitian
Indonesia pengawasan Indonesia terdahulu

Terhadap penyiaran di dalam menjadikan Komisi
Pengawasan media digital. | pengawasan Penyiaran
Media Digital media digital, | Indonesia sebagai
Ditinjau Dari sedangkan objek penelitian
Undang-Undang yang akan sedangkan peneliti
Nomor 32 Tahun peneliti bahas | akan melihat
2002 Tentang tentang Lembaga mana
Penyiaran penegakan yang berwenang.

hukum
terhadap
pengawasan
penyiaran.

Elwindhi Febrian |[Persamaan Penelitian Pembaharuan
(2020) dengan kedua terdahulu terdapat pada peran
judul Tinjauan penelitian ini membahas lembaga yang
Yuridis Mengenai | adalah tinjauan memiliki
Pengawasan membahas yuridis wewenang untuk
Terhadap terkait pengawasan mengawasi
Pedoman Perilaku | pengawasan penyiaran penyiaran media
Penyiaran penyiaran media di digital di Indonesia
Platform Media media di Indonesia,

Sosial Di Indonesia sedangkan

Indonesia peneliti yaitu
membahas
kewenangan
pengawasan
terhadap
penyiaran
media digital
di Indonesia.
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Berdasarkan beberapa penelitian di atas, penulis mengambil teori dari
penelitian di atas yaitu teori kewenangan, terdapat tiga cara untuk memperoleh
wewenang, yang terdiri dari atribusi, delegasi dan mandat. Pembaharuan dari
penelitian sebelumnya yang akan penulis lakukan dalam hal peraturan dan
lembaga. Pengawasan media digital baiknya diberikan suatu lembaga dan
peraturan yang secara khusus mengatur terkait media digital atau tidak, dilakukan

untuk menjaga moral dan etika masyarakat Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan tergolong ke dalam penelitian normatif.
Penelitian hukum normatif sendiri merupakan proses penelitian yang berfokus
menelaah aturan-aturan hukum, konsep-konsep dan doktrin-doktrin hukum.
Penulis baik sebagai norma, kaidah, asas hukum, asas hukum, teori hukum, teori
hukum dan literatur lainnya yang dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan hukum

yang sedang diteliti oleh penulis.®

Penelitian hukum normatif digunakan untuk menelaah hukum dari berbagi
aspek seperti dari perbandingan teoritis, filosofis dan historis. Penelitian normatif
digunakan juga untuk menentukan kebenaran dari sisi normatif, tidak hanya dari

sisi peraturan perundang-undangan atau hukum positif lainnya.*°
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini :

a. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach)

Pendekatan per-undang-undangan, Pendekatan yang menelaah seluruh
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum
yang sedang diteliti (diselidiki). Peneliti dapat memberikan gambaran terkait
peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kewenangan

pengawasan media digital. Pendekatan ini dapat memungkinkan peneliti

9 Muhaimin. “Metode Penelitian Hukum”, 2020, him 45.
10 Muhaimin. “Metode Penelitian Hukum”, 2020, him 46.
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untuk memberikan analisis yang terstruktur tentang kewenangan pengawasan
media digital di Indonesia.**

b. Pendekatan konseptual (conceptual approach)

Pendekatan konseptual ini beranjak dari pada teori-teori atau konsep-konsep
hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum. Pendekatan penelitian
ini dipilih untuk mencari masukan atas permasalahan hukum dalam
penelitian hukum.!? Oleh karena itu, dalam menentukan pilihan, fokus

utamanya adalah pada kesesuaian pendekatan terhadap masalah hukum.

3. Sumber Bahan Hukum Normatif
Sumber data yang dipakai dalam tulisan ini :
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer mempunyai sifat memaksa dan mengikat
masyarakat yang terdiri atas dari peraturan perundang-undangan, keputusan
lembaga Negara dan dokumen resmi Negara yang digunakan sebagai rujukan
dalam skripsi. Bahan hukum primer yang digunakan dalam tulisan ini sebagai
berikut:
e “Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran” yang
mengatur penyiaran
e “Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan
Transaksi Elektronik” yang mengatur informasi Elektronik dan/atau
dokumen elektronik serta media elektronik.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku hukum yang memiliki
pengaruh. Bahan hukum sekunder meliputi berbagai jenis publikasi yang
menelaah dan menjelaskan hukum sperti jurnal hukum, pandangan para ahli
hukum (doktrin), kamus hukum dan hasil penelitian yang relevan dengan

permasalahan hukum yang penulis teliti.

1 Haryono, dalam Johnny lIbrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang,

2005. him. 249.

12 Muhaimin. “Metode Penelitian Hukum”, 2020, hlm 57.
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4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipakai dalam tulisan ini disusun melalui
penelusuran, identifikasi, pengumpulan dan mencatat semua semua bahan
hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Proses
dilakukan dengan mencari penelitian dokumen baik di buku, perpustakaan,
dan media internet, serta media dan lokasi lain yang relevan penyelesaian
masalah.

Metode pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder dengan metode penelitian kepustakaan, yaitu dengan
mengelompokkan setiap materi yang telah didapatkan kemudian membuat
katalog untuk setiap rumusan masalah, dan mengelompokkan
(mengklasifikasikannya).

5. Teknik Analisis

Bahan hukum yang telah dikumpulkan, dikelompokkan dan dibagi
menjadi beberapa bab untuk memastikan bahan hukum tersebut terstruktur.
Kemudian data tersebut ditelaah menggunakan teknik analisis preskriptif
dengan tujuan untuk memberikan landasan terhadap hasil penelitian yang
dilakukan. Penalaran dilakukan untuk memberikan pandangan untuk
tentang kebenaran dan kesalahan, apa yang seharusnya menjadi hukum,
atau untuk merumuskan solusi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti
Proses pembahasan dan analisis disimpulkan dengan metode berfikir
deduktif.

H. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dalam tulisan ini memuat lima bab yaitu sebagai

berikut :

Bab | memuat Pendahuluan yang terdapat latar belakang bagaimana
penelitian ini bisa dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat

penelitian, serta tulisan relevan terdahulu sebagai acuan, dan kerangka teori.

Bab 11 menjelaskan terkait kajian pustaka yang berisikan pemaparan terkait

media digital dan kewenangan pengawasan.
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Bab Il peneliti menjelaskan hasil temuan dan analisis yang merupakan
jawaban dari rumusan masalah satu mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap
penyiaran media digital di Indonesia.

Bab 1V peneliti menjelaskan hasil temuan dan analisis yang merupakan
jawaban dari rumusan masalah dua yaitu akibat hukum dari pengawasan terhadap

penyiaran media digital di Indonesia.

Bab V merupakan penutup yang merupakan bagian akhir dengan tujuan

merangkum isi penelitian dengan memberikan kesimpulan dan saran.

14



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Kewenangan pengawasan terhadap penyiaran media digital di Indonesia
merupakan kewenangan dari komdigi, namun dari kewenangan tersebut masih
terdapat celah yang menyebabkan konten-konten negatif terlepas dari pengawasan.
Sehingga diperlukan penguatan kewenangan pengawasan dari komdigi yaitu
membangun kerangka regulasi yang jelas dan adaptif, melakukan pengawasan
berdasarkan pendekatan risiko, melakukan kolaborasi dengan platform media
sosial, melakukan transparansi dan akuntabilitas pengawasan untuk menjaga
kepercayaan publik dan pembentukan lembaga di bawah komdigi yang secara
khusus mengawasi penyiaran media digital sebagai penguatan kewenangan
komdigi.

Peraturan pengawasan terhadap penyiaran media digital belum sepenuhnya
ditegakkan dengan maksimal sehingga masih terdapat hal-hal negatif yang terlepas
dari pengawasan sehingga menyebabkan akibat hukum seperti ketidakpastian
hukum, lemahnya perlindungan hak konstitusional warga negara, ketidakefektifan
lembaga. Oleh karena itu, diperlukan revisi atau harmonisasi peraturan perundang-
undangan untuk memberi dasar hukum eksplisit, harus menjaga independensi
substantif meskipun ada koordinasi struktural dengan Kementerian, harus
menjamin prinsip akuntabilitas, transparansi, perlindungan hak publik dan
diperlukan mekanisme kontrol hukum dan etik yang mencegah penyalahgunaan

kewenangan.

B. Saran
Berdasarkan paparan di atas penulis ingin memberikan beberapa saran, di
antaranya vyaitu :

1. Pemerintah perlu segera membentuk lembaga yang memiliki dasar hukum kuat
melalui undang-undang khusus agar mampu menjalankan fungsi pengawasan
konten digital secara objektif, transparan, dan akuntabel.

2. Diperlukan penyusunan kerangka hukum baru yang secara spesifik mengatur

Klasifikasi, pembatasan, serta mekanisme pemulihan konten digital.
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